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<b>ABSTRAK</b><br>

Pidana denda sebenarnya sudah dikenal segjak lama, namun baru pada abad ini dapat dimulai masa keemasan
pidana denda. Sebab itu pula, kemudian pidana dendaini berhasil menggeser kedudukan pidana badan dari
peringkat pertama, terutama di negara-negara Eropa dan beberapa negara maju lainnya yang telah
menentukan dan menerapkan kebijakan pidana denda sebagai aternatif pidana hilang kemerdekaan. Pidana
denda merupakan perkembangan pemidanaan generasi ketiga seteiah generasi pertama yang dimulai dengan
pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana utama untuk mengganti pidana mati dan generasi kedua
yang ditandal dengan perkembangan pidana kemerdekaan itu sendiri yang di berbagai negara ada beberapa
aternatif dan sistem yang berbeda.

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan
sebagai pidana aternatif atau pidanatunggal dalam Buku Il dan Buku 11 KUHP daiam perjalanannya
dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan
penegak hukum untuk menerapkan pidalia denda. Selain itu, piclana penjara masih dijadikan primadona
dalam penetapan ydan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian
efek jerabagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal pencembangan konsepsi baru dalam
hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi aiternatif (altemative sanction) untuk
pidana hilang kemerdekaan dengan pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya
penjatuhan pidana denda sebagal pengganti atau altematif pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya, faktor
kemampuan rnasyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda iika suatu undang-undang
memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Demikian pula piidana denda yang ditentukan-
sabagai' ancaman kurnulaiif akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif
atau pidanatunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan,
terutarna untuk tindak pidana yang diancam pidana penjarajangka pendek dan tindak pidanayang
bermotifkan atau terkait dengan hafta benda atau kekayaan.

Pidana denda dapat disetarakan dengan pidana penjara karena pidana penjara selamaini diakui sebagai
pidanayang efektif untuk penjeraan. Pidana denda juga dapat menciptakan hasil yang diinginkan oleh
pembentuk undang-undang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan. Pidana denda akan selalu
menjadi pertimbangan oleh penegak hukum, terutama hakim dalam memutus perkara pidana, dan piclana
denda harus dapat dirasakan sebagal penderitaan bagi pelaku tindak pidana (dalam bentuk kesengsaraan
karena secara materi yang bersangkutan merasa kekurangan, jika mungkin menyita harta benda untuk
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menutupi denda yang belum atau tidak dibayar dengan cara pelelangan). Pidana denda yang dibarengi
dengan sistem keadilan restoratif diharapkan dapat menyelesaikan konfiik yang ditimbulkan oleh tindak
pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pidana denda
diharapkan pula dapat membebaskan rasa bersalah kepada terpidana dan sekaligus memberikan kepuasan
kepada pihak korban.

Selain pidana denda, perlu diintrodusir mengenai sanksi ganti kenugian (restitutif) daniatau denda
administratif untuk perkara-perkaratertentu yang memerlukan pemulihan dan perbaikan, dalam hal ini perlu
dikembangkan adanya keadilan restoratif yang secara turun temurun telah dilaksanakan oleh masyarakat
Indonesia berdasarkan adat dan budaya bangsa.

Keseluruhan upaya di atas pada dasamya ingin mewujudkan sila ke-2 Pancasila yakni "Kemanusiaan yang
adil dan beradab”. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagali makhluk
yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Penerapan teori tujuan pemidanaan yang integratif yang dapat
memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, pidana denda
dapat mendekatkan pada kedua pandangan yakni retributive view dan utilitarian view yang diintegrasikan
dengan konsep kemanusia n yang adil dan beradab untuk memenuhi humanitarian concerns combined with a
greater awareness of the destructive effects of imprisonment. Lembaga pemasyarakatan (penjara) sedapat
mungkin dijadikan tempat bagi terdakwa yang rnelakukan tindak pidana herat (serious crime) dan tindak
pidanalainnyayang sangat membahayakan bagi masyarakat.



